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UUPATI t.EDONG 
PROVINS! BENGl<ULU 
l'ERATURAN BUl'ATl LEBONO 

NOMOR 14 TAIIUN 2021 

TENTANO 

TATA CARA PEM13A01AN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP 
DESA Dl J.:ABUPATEN 1-EBONO TAHUN ANGOARAN 2021 

Menimbang 

Mengingat 

DENOAN RAIIMAT TUIIAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG, 

a . bahwa untuk melakMna.kan kctcntuan Pasal 12 ayat 
(11 PerRturan Pcmerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tcntang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
PcndapalRn clan Bclanja Negara sebagaimana telah 
diubah bebcrapa kali tcrakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tcnt.nng Perubahan 
J.:edua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Dcsa yang Oersumbe:r dari 
Anggaran Pcndapatan dan Oclanja Negara, perlu 
meneuipkan rincian Dana Desa untuk setiap Oesa; 

b. bahwa ketcntuan pelaksanaan pcnganggaran, 
pengalokasian, penyaluran, pcnatausahaan, pedoman 
penggunaan, dan pemantauan serta cvaluasi 
pengelolaan Dana Desa dan penyaluran Bantuan 
IAngsung Tunai Desa telah diatur dalam Peraturan 
Mentcri Kcuangan Nomor 222/PMJ.:.07 /2020 tentang 
Pengelolaan Dana Desa; 

c. bahwa berdnsarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pnda huruf a dan huruf b di atas, pe.rlu 
menetllpkan Peratumn Bupali Lcbong tentang Tata 
Cara Pembagian clan Penetapan Rincian Dana Desa 
Seliap Desa di Kabupaten Lcbong Tahun Anggaran 
2021. 

I. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 1entang 
Pt'mbentukan Provins! Bt"ngkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tamhahan 
Lcmbaran Nt'gara Republik Indonesia Nomor 28281; 

2 . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tcntang 
Pembt'ntukan Kabupalen Lcoong clan Kabupatcn 
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembamn Nrgara 
Republik lndoneHin Tahun 2003 Nomor 154, 
Tambahan Lembaran Negara R10publik Indonesia 
Nomor 43491; 
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3. Undnng-Undnng Nomor 12 Taphun d201 l te
1 
ntang 

PcmhenlUknn Pcraturan erun ang-unc angan 
(Lemharnn Negara Rc1n1blik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tamb!lha.n Lembnran Negara Republik 
lndonesiA Nomor 52341, scbagaimnnn telah d1ubah 
dcngRn Undang-Undnng Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Pcrubahan A1ns Undimg-Unclang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pcmhentukan Peraturan 
Pcrundang-undangnn (l..embaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lentang Dcsa 
(Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemer!ntahan Dacrah (Lembarnn Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 55871, sebagaimana 
tclah diubah beberapa kali tcrakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ten tang Penetapan 
Peraturnn Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2020 1en1ang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistcm Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
C-Orona Virus Disease (Covid-19) dan/atau daJam rangka 
menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6415); 

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2020 
Nomor6570); 

8. Peratumn Pemerintah Nomor 43 Tal1Un 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Dcsa (Lcmbaran Negara R1·publik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebngaimana 
telah diubah dcngan Pernluran Peme1intah Nomor I I 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Unclang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Dcsa (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 6321); 
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Menetapkan 
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B 1- r ,lnri l\ll"""rnn l'rnr1npnlnn_ dan Br. nnJa crsum ft ,.,, d · T hun 
Nr,tnrn fl,cmbarnn Ncgnm lkpuhllk In oncsm a 'k 
2016 Nomor 57, Tmnhnhnn Lemhoran Nep,aro Rcpubh 
lndoncRin Nomor 5864); 

10 Pcra11Jmn Mentcri Dolnm Nr:gcri Nomor 80 Tnhun 
· 2015 rr:nlnng Pcmhcntukan Produk Hukum Daerah 
(Berlin Ncgnrn Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
20361, ~cbngnirnann lclah ,Jiubah den~11n Peraturan 
Mcnteri Dalnm Negcri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Pcmbentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2018 tentang Perubahan Pengelolaan Kcuangan Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
6 11 I; 

12. Peraturan Menteri Desa, Pcmbangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 
(~rita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
l 035); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
222/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa (Bcrita Negara RcpubHk Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1641 ); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 
2018 tentang Administrasi Pcmcrintahan Desa 
(Lembaran Dacrah Kn bu paten Lebong Tahun 2018 
Nomor SJ; 

15. Peraturan Daerah Kabupatcn Lebong Nomor 10 Tahun 
2020 tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lebong Tahun 2020 Nomor 10). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG TATA CARA 
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 
SETIAP DESA DI KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 
2021 



., 

BMl I 
l<ETl~NTUAN UMUM 

Pn11nl 1 

Dalam Pcrnluran Bupnti Lebong ini ynng dirnok11ud deng11n: 

1. DcM n,tnlnh De-AA cfnn DcM A,lnl n1nu ynng di11cbu1 dcngan nama lain, 
schrnju1nyn cti11ehut Demi, 01l11l11h k<~Mlunn mnsynrnknl hukum ynng 
m<'mitiki batns wilnynh ynng bcrwennng untuk mengotur dnn mengurus 
un1snn pcmcrintnhnn, kepcntingnn 111m1ynrokat setcmpal herdosarkan 
prnkarnn mnsyarakat, hnk nsal usul, dnn/01au hak tradisional yang 
dinlrni dnn dihom1oti dnlnm siRtem pcmerinlahan Negara Kesatuan 
Repul>lik Indonesia. 

2. Dana Desa ndnlnh dnnn ynng l~rsumbcr dari Anggaran Pcndapatan dan 
Belnnja Negnrn yang dipcruntukkan bagi Ocsa yang ditran!lrer melalui 
Anggarnn Pendapnl.nn dim Bclanja Oaerah Kabupatcn Lcbong dan 
digunakan untuk m<'mbiayai pcnyclenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pcmbangunnn, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberda)•aan masyaraknt. 

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Oesa at.au yang disebut dengan nama 
lain dibantu pcrangkat Dcsa sebagai unsur penyclenggara Pemerintahan 
Dcsa: 

4. Jumlah Desa adalah jumlah Oesa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam 
Negeri. 

5 . Kantor Pelayanan Perbcndaharaan Negara yang selanjutnya disingkat 
KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang 
mempcroleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk mela.ksanakan 
sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat 
APBN adalah rencana kcuangan tal1Unan pcmcrintahan negara yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

8 . Angga.ran Pendapa1.1n clan Belanja Ocsa, yang selanjutnya disingkat 
APBDes, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa. 

9. Rckening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah 
rckening tcmpat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri 
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh 
penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada 
bank sentral. 

10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah 
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 
gubemur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan­
penerimaan daerah pada bank yang dilclapkan. 

11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat 
penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh 
penerimaan Desa dan untuk membayar scluruh pengeluaran Desa pada 
bank yang diletapkan. 

12. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjunya disingkat BLT Oesa 
adalah pcmberian uang tunai kepada keluarga miskin atau t.idak mampu 
di Desa yang bcrsumber dari Dana Desa untuk mengurangi darnpak 
ckonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 



DAB II 
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

PnsnJ 2 

Rincinn Dnnn Desa setiap Desa di Kabupoten Lcbong Tahun 
Anggamn202 l dialokasikan secnrn memtn don bcrkeadilan berclasarkan: 

a . Alokasi Dasnr; 
b. Alokasi Afinnasi; 
c. Alokasi Kinerja: dan 
d. Alokasi Formula. 

Pasal 3 

Alokasi dasar setinp desa sebagaimann dimaksud dalam PasaJ 2 huruf a , 
adaJah alokasi yang dihitung bertlasarkan presentase tertentu dari anggaran 
Dnna Desa yang dibagi sccara mernta kepada setiap Desa bcrdasarkan 
klaster jumJah penduduk. 

PasaJ4 

(1) Alokasi Afinnasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 
b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Teninggal yang 
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. 

(21 Pagu Alokasi Alinnasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dihitung 
sebesa.r 1% (satu perscn) dari anggaran Dana Desa dibagi secara 
proporsional kepada Desa Tcrtinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang 
memilikijumJah penduduk miskin tinggi. 

Pasal 5 

(I) Alokasi kinerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurur c,adalah 
alokasi yang diberikan kepada Desa yang memlliki hasil penilaian kinerja 
terbaik. 

(2) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dihitung 
sebesa.r 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa 
dengan kinerja terbaik. 

(3) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan Desa yang dipilih seban,·ak IO'Yo (sepuluh persen) clnri jumlah 
Desa nasional yang memiliki penilaian kinerja terbaik. 

Pasal 6 

(1) Alokasi Formula adaJah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator 
jumJah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilnyan Desa, dan 
tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten. 

(2) Pagu Alokasi Formula sebagajmana dimaksud pada ayat (I) clihitung 
sebesar 31 % (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi 
berdasarkan indikator: 
a. Jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen); 
b. Angka kemiskinan Desa dengan bobot 40'1/o (empat puluh persen): 
c. Luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan 
d. Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puJuh persen). 



Passtl 7 

Pengaloknsian rincian Dnnn DcM f\Cl.lnp Dncrnh Kllhupntcn 11ebagaimana 
dihitung clengan mcnllllunnknn ru1m111: 
DD Kab • 1\0 Knb + 1\1\ K11h• I\K Knh • Al' K11h 

Ke tcmngrm : 
DD Kab 
AD Kab 
AA h:ab 
AF h:ab 

• Dunn Deaa selinp Dnrrnh Knhupalen 
• Aloknsi Dasar ACt iap Docrnh Knhupntcn 
• Alokasi Afirnu11,i 01ctiap IJneah Knbupalcn 
• Alokasi Fonnula "cliap Dnc rah l<abupalen 

Pasal 8 

Pcnetapan Rincian Dana Dcsa u ntuli< seliap Dcsa d i Kahupaten Lcbong 
Tahun Anggaran 2020 scbagaimnna tcrcantum dalam La mpiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dupati Lcbong ini . 

BAB Ill 
PENYALURAN DANA DESI\ 

Pasal9 

(1) Dana Dcsa dfaalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD. 
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana climaksud pada ayat (I) dilakukan 

melalu i pemotongan Dana Desa Kabupatcn Lebong dan penyalura n dana 
basil pcmotongan Dana Desa ke RKD; 

(3) Pemotongan Dana Desa clan penyaluran dana hasil pemotongan Dana 
Desa ke RKD sebagrumana dimaksud pacla ayat (2) dilaksanakan 
bcrdasarkan surat kuasa peminda hbukuan Dana Dcsa dari Bupati; 

(4) Penyaluran Dana Desa sebaga imana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dalam 3 (tiga) tahap, dengan kctentuan: 
a . Tahap Jsebesar 40% (empat puluih persen) dari pagu Dana Desa setiap 

Desa. dengan rincian: 
l. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa 

dikurangi kebutuha.n Dana Dcsa untuk BLT Desa bulan kesatu 
sampai dengan hulan kelima paling cepat bulan J anuari ; dan 

2 . Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Ocsa bulan kesatu sampru 
dengan bulan kelima palin g cepat bulan Januari untuk bulan 
kesatu dan pal ing ccpa t masing-mnsing bulan berkenaan untuk 
bulan kedua sarnpai dengan bulan kelima; 

b . Tahap JI sebes.1r 40'¼, (cmpat puluh pcrscn) dari pagu Dana Desa sctiap 
Dcsa, dengan rincian: 
I . 40% (cm pa t puluh persen) clari Pagu Dana Desa setiap Desa 

dikurangi kchutuhan D11n11 Dcs11 un tuk DLT Desa bulan kecnam 
sampal dengan bulan kcsepuluh paling cepat bu Ian Maret; dan 

2 . Kebutuhan Dana Dess untuk BLT Dcsa b ula n kecnam sampai 
dengan hulan kc!iepuluh paling cepa t bulan Juni untuk bulan 
keenam clan paling cepal masing-mnsing bulan bcrkenaan untuk 
bulan ketujuh sampa i dengan bulan kesepuluh; clan 

c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap 
Dcsa, dengan rincia n : -
I. 20"/4, (dua puluh pcrsc:n) dari pagu Dana Dcsn setiap Dcsa dikurangi 

kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dcsa bulan kcscbelas sampai 
denga.n bulan kedua belae paling cepat bulan Juni; clan 
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:.l . K<"h11tnhnn n1111n l>c-S1i 1111111k ui; r 11<-!111 hulnn kesebelas sampn~ 
,lr11)l1\n hul,m krilull 11('11111 p111l111t rc-pnl llulnn Novcmuer untu 
h11l11n 1,..-~ll<'hl" 111111 pnlinit ,·,·1•111 nkhir hulnn November bulnn 
kr.h111 1'<'111,., 

1,1iu11 1 ll 

111 l'l-1~•111 11 m11 l',11111 l"',•iu, .ti1,,k,u11111\m11 11rtr111h Kl'/\ l't-nynlurnn Dnnf1 t\loknsi 
K1111 .-11s l•'i,iik ,Inn n111111 lk,in m.-11rrlm111h1kumr11 prr!lynrntnn pcnynlurnn 
.t111i ll111,;11i ,S('{' llnl ll<'rl11h11p ,t.111 hr1111r, dt"ll)lllll l«·l<·lllllllll : 

II, 1)1h11p I '"'"''I'll" 
I . l't-ml11n111 1iupn1i mr11i:r1111i 1i1111 Cnrn Prmbnginn dnn Pcnctapan 

1'ind 1111 D,u 111 lxiu, ,.<'linp D.->111 1111111 1(1•putus11n Bupnl.i mcngcnnl 
\l<'nrtnp1111 1i11d1111 0 111111 D~S11 3rtiup Ot'..n; dnn 

:J. $111111 Kun~n l't•mimlnhbukunn L>nnn O.-sn; 
b . 1'11h111, ll b.-r11p11: 

I . Lnpnm11 n·nli:<11:1i p,•ny('rnpnn dnn cnpn.inn kclunran Dann Dcsa 
hlh1111 1111):J~itnlll St'ht'11111111y11: 

2 . l,n1,.,n111 1-,.nlisnsi 111111 <'lll)ninn kclunrnn Dn~a Dcsa . Tnhnp I 
nwm111j11l,knn mtn•rntn f'('111is11si r,.-nyrrnpnn pnhng ~•lut sebesar 
50".. (limn puluh p1•1-srnl clan rnla-rnta cnpman kcluaran 
m1·1m11j ukknn p11li11i; srd ikit sl'bcsar 35% llign pu\uh limn pcrsenl 
d111i Dmm Dl"S.'I 1nh1-11, I yang 1da h d isnlurknn; . 

3 . l't·rntumn krpnln l)(-,i;1 mengcnai penetnpnn keluarga penenma 
ma nfnnl ULT Dl'M ntnu p('mt11mn kt'paln deSR mengenai pcnctapan 
1i,1nk 1.-mnpnt k.-h111 rgn pcncrin1A manfnat 01,T De sa; clan 

-1 . Oc1it11 nn 1m konfinna si dnn f'(':•mnsilinsi kumulatif sisn Dana Desa di 
RKUD antnm l'l'mcrintnh Dnr.rnh dan kepa ln KPPN yang berasal 
dnri: 

al SiM Dana Dcsn Tnhun Anggnmn 2015 sampai dengan Ta hun 
Ang_i;a mn 2018 ynng diSt"tor oleh k<:'paln Dcsa kc RKUD: dan 

bl Sisa Dnna Dcsa di RKUD Tnhun Anggamn 2015 sampai 
dcngnn Tnhun t\nggnrnn 20 I 9; clan 

c. Ta hnp Ill bl'mpn: 
I . L.npornn n-aliMsi penyl"rnpnn clan cnpnian keluaran Dana ~sa 

srunp11i dengnn tn hnp II menunjukkan rata-rata realisasi penyempan 
paling sedikit scbesar 90% (sembilan puluh perscnl dan rata-rata 
capninn kcluarnn menunjukkan paling St'<likit sebcsar 75% (tujuh 
puluh limn pcr11<,nl dnri Dana Oesa tahnp II yang telah disalurkan; 
dan 

2 . Lapomn konvergcnsi penccgahan stunting tingkat Desa lahun 
nnggnrnn sdielumnyn . 

(21 Bupnti berta nggung jnwnb un1uk menerbitknn Surat Kuasa 
pcminclahbukunn Donn Dcsn sebngaimn.na dimnksud 1>nda ayat (ll hurufa 
angkn 2 untuk st'luruh Dcsn, dnn wajib disampa ikan pada saat 
pcnyumpainn dokumen pcrsya ratan pcnyaluran Dana Dcsa tahap I 
pcrtamn k11li. 

(31 Capninn keluarnn scbagnimnnn dimaksud pnda nynt (I) huruJ b angka 2 
dnn huruf c nngkn I dihitung bcrdnsarkan mtn-ratn prescntase capaian 
keluarnn dori scluruh kcgiatnn sctinp desa . 

(4) Pcnyusunan lnpornn renlisasi pcnyernpan dnn capaian keluaran 
~t,agaimnna climnksu d pncln nynt (I) huruf b nngkn 2 clan huruf c angka 
I dilnkukan 11Cs uni clrngnn tulJel rt'fere nsi data biclnng, kegintnn, urnian 
kclunrnn, volume kclunmn, sntuun kclunran, dan capaian ke\uaran. 

(51 Dokumen pcrsyaralan pcnyalurnn sebagaimnna dimaksud pada ayat (II 
disampaiknn dengan surnt pengamnr yang ditanclatnngnni o\ch Bupati, 
Wakil llupati ntnu pcjabnt ynng ditunjuk. 
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D Rebognimnna dimaksud 
(6) Dokumen persn1m1nn p,,nynlurnn Dnnn esn · · · . · ardco •) dan/ 

pndn aynt ( 1 I ,ii,.nmpnlknn ,lnlnm hrn111k dokumcn fis1k (h P> 
atau dokum.-n rlc-ktnmik (sol'tcopy). at (6) dioloh 

(7) Dokutn<'n ". 1.-kironik (wR.-o•I\') ,.chngnl111111111 dlmnk9 ucl po(ln °Y1 .lah . • . . . . Si stem PeT >enc araan 
dnn dihnsilknn mdnlui nplikn11i Online Mor11tonng • 
dnn Anggnmn Nt'gnrn (0111 SPAN). 

Pnsnl 11 

(1) Dann Desn tnhep I un1uk kebutuhnn 131.T Deso bulan kesndt~I rmi:: 
d<"ngnn bulnn kt'limn Pasal 11 nyat (41 hurur a nngka 2, isa ur 

dcngnn k<'ll'ntunn: . . . 0 8 at 11 l hurur 
a . Memc1111hi 1--i·nrntan scbngn1m1tna chmnksud Posa) I Y ·~· ~ . mnnraat a dan mclakuknn p('reknm1m jumlah kcluarga penenmn k 

setiAp bulan vnng berlaku selnma 12 (dua belas) bulan untu 
penvaluran oaim Desa untuk BLT Dc:sa bulnn kesatu; dn.n . 

b. Da~a Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dcngan ?ulan
1 

~et:;= 
untuk masing-masing bulnn disaturkan selclah Oupau me a u an 
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manraat bulan 
sebclu.m.nya. 

(2) Dana Dcsa tahap J untuk kcbutuhan BLT Desa bulan kcsat':1 sampai 
dcngan butan kclima Pasal 11 ayat (41 huruf a angka 2, disalurkan 
dcngan kctcntuan: 
c. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal l O ayat 11) huruf 

a dan mela.kukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat 
setiap bulan yang bcrtaku sclama 12 (dua bclas) butan untuk 
J)('nyaluran Dana Desa untuk BLT Desa butan kesatu; dan _ 

d. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima 
untuk mnsing-masing bulan disaturkan setelah Bupati melakukan 
perekamaa realisasi jumlah keluarga penerima manfaat butan 
sebelumnya. 

(3) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagai.mana dimaksud 
Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 2 untuk butan keenam sarnpai dengan 
bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati 
melakukan perckaman rcalisasi jumlah keluarga penerima manfaat butan 
sclJclumnya. 

(4) Penyaluran Dana Desa Tahap II.I untuk BLT Desa untuk bulan kesebetas 
sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan 
setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah ketuarga penerima 
manfaat bulan sebclumnya. 

(5) Perekaman dilakukan melnlui npliknsi Online Monitoring Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN). 

(6) Untuk perekaman relaisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan 
kedua betas dilakukan paling larnbat tanggal 31 Desember. 

(7) Jumlah keluarga penerima manfaat merupakan jumlah yang diperoleh 
dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Oesa butan kesatu 
tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumtah keluarga penerima 
manraat BLT Desa tahun bcrkenaan. 

(8) Dalarn ha! tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT dana Desa 
Dana Oesa disalurkan den~n besaran sebagaimana dimaksud Pasal 1 i 
ayat (41 tanpa dikurangi kebutuhan Dana Oesa untuk BLT Desa. 



/ 

/ 
(9) Dalam hat terdnpnt perubnhnn peraturan kepala desa meng~i:! 

penetapfln kclunrgn pcnerimn manrnnt 1)1.T Ocsa, bupati ~cnyam~a, , 
perubahan pcrnt11rnn krpnln dcsn cHmaksucl melalui Onhne ~onito~g 
Sistem f3t"rbc~clahnrnnn dnn An~nrnn Ncgarn (OM SPANI pahng lam at 
tanggal 31 Desernber. 

1 
kesatu tidak 

(IO) Dalam hal pen\'alurnn Dann Ocsn untuk BLT Desa bu an 
dilaksanakan ri"iulni bulnn Jnnunri, pcnyaluran Dana ~sa untuk :~~ 
untuk bulnn kesntu snmpni dengan bulnn yang _bcl~m?isalurkan d P 
dilakukan setelah mt"lakuknn pcrekamnn reahsas1 JUmEah keluarga 
penerima manraat BLT Dcsa bulan sebclumnya. . , . 

(l I) Dalam ha! jumlaJi keluarga peneriina manfaal yang te.laJ1 d1reaJ1sas1kan 
lcbih besar atau Jebih kecil dari jumlah keluarga pcncnma manfaat yang 
telah lel'<'kan1 pacla bulan kesntu, Dann Deso untuk_ BLT Dcsa bulan 
kedua sampai dengan bulan kedua betas tclap dtsalurknn sebesar 
kcbutuhan BLT Des.'\ sctiap bu Ian. 

(12) Bupati bertanggung jawab atas kebcnaran perekaman data realisasi 
jumlah keluarga pcnerima manfaat BLT Desa. 

Pasal 12 

(1) Dalam rangka penJ•ampafan dokumen persyaratan penyaluran, Kepala 
Dcsa mcnyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, 
seca.ra lengkap dan benar dengan ketentuan: 
a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; 
b. Tahap II berupa: 

I. Laporan realisasi penyerapan clan capaian keluaran Dana Desa 
tahun anggaran sebelumnya; 

2. Laporan realisasi dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I 
mcnunjukkan rata-rata realisasi penycrapan paling sedikit sebesa.r 
50% jlima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran 
menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga pulub lima persen) 
dari Dana Desa tahap I yang telah disalu.rkan; 

3. Peraturan kcpala Desa mcngenai penetapan kcluarga penerima 
manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan 
tidak terdapat Keluarga Pcnerima Manfaat BLT Desa; dan 

4. Serita acara konlirmasi dan rckonsiliasi kumulatir sisa Dana Desa 
Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD 
antara Pemcrintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan 

c. Tahap Ill berupa: 
I . LRporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

san:ipaj deng~n lahap II rnenunjukkan rata-rata realisasi penyerapan 
pahng sed1kit sebesar 90% (sembilan puluh pcrsen) dan rata-rata 
cap.tian keluaran mcnunjukkan paling sedikit sebcsar 75% (tujub 
~:uh Lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; 

2. Laporan konvergcnsi pencegahan stunting tingkat Desa tahun 
anggaran sebelumnya. 



PnMI 13 

/ 
/ 

(I )Dnlam rangkn pcnynlumn Dnnn Delli\ Inhn1> I u11I.uk kehu1·uh11n m,T Desa 
bulnn kesn1u Mmpnl dcngnn hulnn l<rllrnn, Kcpoln Deim memenuhl 
kebutuhan: 

n. Prrsynrnlnn !IChngnimnnn dlnml<Rllcl dnlnm 1'01U1l 12 11ya1 ( II huru_f 11 

dnn mrnvnmpniknn tlnln jumlnh krlunrp,11 prnerimn manfllat sctinp 
bulnn yn;,g hrrlnku selnmn 12 (dun hrlnNI hulnn unIuk pcnyaluron 
Donn Dc-sa untuk BLT Dl'sa bu.Inn kesnlu krpncln Bupoll ; clan 

b. Dana Dc-M unluk OLT Dcsa bulnn kedun smnpni cl cngan bulan 
kt'lima masing-mnsing bulnn disalurknn HCtclnh kepala Desa 
mt'nyampaikan dnln rcnli!lasi jumlah kcluargo pcnerima manfaal 
bulan S<'belumnyn krpndn Ou11nti. 

(2)Pcnyaluran Dann Dcsn tnhap II untuk BLT Dcsa bulan keenam sampai 
dcngan bulan krscpuluh masing-masing bulan disalurk,tn setclah kcpala 
Dcsa menyampaikr-m dnrn rcalisasi j umlnh keluarga pcnerima manfaat 
bul:m scbelumnya kepadn Oupnli. 

(3)Penyalumn D11na Deso tahap Ill untuk BLT Desa bulan kcsebelas sampai 
dengan bulan kedua belns masing-masing bulan disalurkan setelah kepala 
Desa menyampaikan data realisasi jumlah kcluarga penerima manJaat 
bulan sebelumnya kepada Bupati; 

(4)Kepala Desa menyampaikan data real.isasi jumlah keluarga penerima 
manfaat bulan kedua belas kepada bupnli paling lambat minggu ketiga 
bulan Desember. 

(S)Jumlah keluarga penerima manfaat pada ayal (1) huruf a merupakan 
jumlah yang diperoleh drui realisasi jumlah keluarga penerima manfaat 
Desa bulan kesatu tahun scbelumnya atau hasil pcndataan jumlah 
keluarga pencrima manfaat BLT Desa tahun berkenaan. 

(6)Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai 
penetapan keluarga penerima manfaat OLT Desa, kepala Desa 
menyampaikan perubahan perturan !kepala Desa dimaksud kepada bupati 
paling lambat bulan ketiga bulan Desember. 

(7)Kepala Desa bertanggung jawab alas kebenamn data realisasi jumlah 
keluarga penerima manfaat BLT Desa. 

OABIV 
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN 

Pasal I -1 

(1) Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan 
Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. 

(2) DaJam rangka penatausahaan , pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana 
Desa, Pemcrintah Daerah mclakukan pencatatan pendapatan dan belanja 
alas Dana Dcsa sebagairnana dimaksud pada ayat (I). 

(3) Pencatatan pendaparan Dann Dcsn sebagaimann dimaksud pada ayat (2), 
ber~asarkan_ daftar rincinn SP2D penyaluran Dann desa dari aplikasi 
Online Momtonng Sistem Perbendahaman dan Anggaran Negara (OM 
SPAN), 



/ 
/ 
141 Pencatlltan bclanja Dann Desn sebngaimnnn dimaksud pada ayal 121 

dengan SP2D Pengesahan yang diterbilkan oleh Pemerifltah Daera~ 
be~a~rkan_ daftar rincian SP2D hasil pemolongan Dana Desa dan 
aphkas, Onhne Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
(OM SPAN). 

BABV 
PENGGUNA1\N 

Pasal I 5 

(1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan dan 
pengembangan sektor prloritas di Desa. . . 

(2) Pemulihan ckonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (I), ~rupa Janng 
pengaman sosial , Padat Kal)'B Tonai, pemberdayaan usaha m,lcro kecil dan 
menengah. Sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa 
melalui Badan Usaha Milik Desa. 

(3) Pengembangan sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (II berupa 
pengembangan Dcsa Digital , Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, 
petemakan, perikanan, ketahannn panga.n dnn hewani, dan perbaikan 
fas ii itas kesehatan. 

(4) Jaring pengaman sosial sebaga.imana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT 
Desa menjadi priori1as ulama dalarn penggunaan Dana Desa. 

(S) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) 
tcnnasul< kegia1an dalnm rangka mcnanggulangi dampak pandemi Corona 
Virus Discase2019 (COVID- 19), 

(61 Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berpedoman 
pada Peratumn Menteri Desa Pembangunan Daerah TertinggaJ dan 
Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan dana Desa. 

Pasal 16 

(I) Pemerintah Desa wajib menganggaran dan melaksanakan BLT Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4). 

(2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11 diberikan kepada 
keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria: 

a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa 
bersangkutan; dan 

b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), 
Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tonai, dan program 
bantuan sosial Pemerintah lainnya. 

(3) Dalarn hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk 
kebutuhan pembelian puputk. 

(41 Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala 
Desa. 

151 Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) mernpertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 
(DTKS) dari Kementerian Sosial. 



(6) 

(7) 

(81 

(9) 

I 101 

( I I) 

Besaran BLT Desa i,ebagaimana <limaksud pado ayot I 11 ditetapkan 
sebesar Rp 300.000,00 (tign ratus ribu rnpiah) untuk bulan pertama 
snmpai dengan bulan kcdua belas per keluarga pencrima mrmfaat. 
Pembaya ran BLT Dess selmg;nimann dimaksud pada , ayat 161 
dllaksanakan sclama 12 (dun belasl bulan mulai bulan Januan. 
Dalam hnl pembavnran BLT Desa bulnn kcdun sampai dengan bulan 
kcdua belas lcbih. besnr dari kebutuhnn BLT Desa, pembayaran atas 
selisih kekurnngan 131.T Desa bulnn hc-rikutnya menggunakan Dana Desa 
selain Dana Desa untuk 13LT Desa setiap bulan. 
Dalam hat pcmbayarnn Bl,T Oesa bulnn kedua sampai dengan bulan 
kcdua bclas lebih kecil dad kebutuhan 13LT Dcsa, selisih lebih Dana '?esa 
untuk BLT Desa diarnhknn penggunaannya untuk kegiatan pemuhhan 
ekonomi lainnya di Desa. • • 
Dala m ha! tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dcsa, sehsth 
lebih Dana Dcsa untuk BLT Ocsa diamhkan penggunaannya untuk 
kegiatan pemulihan ekonomi la innya di Desa. 
Kctcntunn mengenai kriteria, mekanismc pcnda1aan, penetap~n data 
keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pela.ksanaan pembenan BLT 
Desa sebagaimana dimaksud pad a ayat (I I dilaksankana sesuaJ dengan 
Peraturan Men1eri Oesa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa. 

Pasal 17 

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan secam 
swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan 
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tcnaga kerja dari masyarakat 
Desa setempat. 

Pasal 18 

(1) Dana Desa dapat cligunakan untuk mendanai kegiatan yang tida.k 
tennasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 ayat (1) setelah mendapat perse1ujuan Bupati. 

(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) , 
Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang 
menjadi prioritas sebagaimana di·maksud dalam Pasal 15 ayat ( l) telah 
terpenuhi. 

(3) Persetujuan Bupati sebagalmana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada 
saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa. 

Pas.al 19 

(11 Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa tennasuk 
palaksanaan BLT Desa. 

(2) Pemerintah Daerah bertanggu.ng jawab terhadap ketercapaian 
kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebcnarnn Dokumcn 
persyaratan untuk setiap tahap penyaluran. 

(3) KPA BUN Pengelobmn Dana Transfer Umun dan KPA Penyaluran Dana 
~okas1 Khusus F1s1k dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak bertanggung Jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah 
Desa. 

(4) Pemcrintah dan Pemerintah Daerah dapat mclakukan pendampingan atas 
penggunaan Dana Desa scsuai kcwenangan masing-masing. 



llAII VI 
1'1, MANTAlJAN llAN 10:VAI.IJA!il 

l111nnl 20 

Ill Uupnll mrl11k11k11n P"tn11nhH11111 rln11 r•vnl11 r11,I nt1111: 
II. Shu, Dnnn l),-1111 111 IIKI>· 111111/ lllnu 
h. C11 p11 l11n krl111111,n 1111111,' I lrru1 

(2) Dupn1i nwl11k11kn11 p,·mnnlnunn 11,,'11 ,.vnluurd "'"" nlon Dnn,i Dena ~i RKD 
Keh11Rnlmn1111 rllmnk r, 1111 pn,1 11 nynl (I) hunif n drnv;,n mr.mlntA penJCIA!lafl 
krpnr1n k,-pnln 1),,,.,. rn1•11Rr.trni r,11111 IJ11ru1 l lr.ttn ,JI l(K IJ. 

(3 ) nup,11i mrlnlwknn iwrn,1111,1111111 ,h,n r:vnlw111i nlnn 1;npaian kcluara.n Dana 
Dr.Rn !'lt'hr-•R11im11 nn 1lir11111m,11 J pndn 11ya1 ( l) huruf h tlcnwJn melakuka.n 
pcn111•1'rkn11 /lln,i krwnj,11·1111 dnln dnlnrn l11p,1mn r:apri isin keluaran yang 
nknn •l i rcknm ,lnlum nplllurnl Online Moniloring Si!,tr.m Pr.rbcndahara.a.n 
111111 An11,gnmn NrRnm (OM Sl'AN). 

(4) Dalnm hal 1rrdnpat i111lik1111i pcnynluhp,unaan Dana Desa, bupati dapat 
mcminrn Apamt PenRnwu11 lntemnl Pemr.rintah Dae-rah melakukan 
pcmcriksnnn . 

IJAIJ V 
SANKS! 
Pasal 21 

( J) Menteri Kcuangan c .q DirckLUr Jenderal Pcrimbangan Keuangan dapat 
mclakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan 
dan/ at.au tahun anwran berikutnya, dalam hal terdapat permasaJahan 
Desa, berupa: 
a. Kepala Desa melakukan pcnyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan 

sebagai ternangka; at.au 
b. Desa menp,alami permasalahan administrasi dan/ atau ketidakjelasan 

status hukum. 
(2) BupaU melakukan pemantaua.n alas proses perkara hukum 

penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa sebagaimana 
dimak11ud pad a ayat (I) huruf a. 

(3) Dalam ha! Kepala Dc!lft tclah dllctapkan scbagai tersangka, Bupati 
m enyampaik,rn Hurat p1: rmohonan penghenl ian penyaluran Dana Desa 
kepada Kcmenterian Kcuangan c.q Dircktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangi,n . 

(41 Kementerfan Kcuangan c .q Dlrektorat Jenderal Perimbangan Keuangan 
dapat melakukan p(enghcntian penyaluran Dana Desa, berdasarkan: 

a. Surat perrnohonan dari Oupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); 
alau 

b. Surat rekomr:ndasi dari kemcnterian/ lembaga terkait atas 
permasalahan De11<1 sebagaimana d imaksud pada ayat (1) huruf b . 

I 

l 



15) Penghentian penyal D · Bu . ti b . uran ana Desa berdasarkan surat permohonan dan 

k
pa sel agaimnna d imaksud pnda nyat (·11 h urur n atau surat 

re omen( as1 dari k 1 · . • · k d d emen enan/lcmbaga terkn11 sebngmmann d1ma su 
pa .a ayat (41 hun1r b dilakukan mulai penynlurnn Donn Dcsa tnhap 
benkutnya setclah surat dimaksud ditcrima. 

(6) Da.lam hal sura1 pcrmohonan darl BupatJ scbagaimann dimaksud pa<la 
aya_t 14) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap Ill tahu n Mggnran 
bc'=!alan disalurkan, penyalumn Dnna Desa untuk tahun anggaran 
benkutnya dihentika.n. 

(7) Pcnghentian pcnynluran Dann Ocsa scbogaimnna dimaksud pad.a ayal (5) 
dan ayat (6) dilakukan mdalui surnl Direktu r Jendcral Penmbangan 
Keuanga.n kcpnda Dircktur Jcndernl Pcrbcndnhaman dcngan 1embusan 
Bupati atau kemcnterian/lembaga terkait. 

Pasal 22 

(I) Dana Desa yang dihentikan penyal.urannya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 ayal (41, tJdak dapat disnlurkan kembali ke RKD. 

(2) Desa yang d.ihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana d.imaksud 
dalam Pasal 21 ayat (41 hurur a. berhak mendapatkan penyaluran Dana 
Desa pada tahun anggaran berikutnya periode penghenlian penyaluran 
Dana Desa. 

(3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada a)•at (2) 
dilakukan sctclah Menteri Keuangan c.q Direktur Jendernl Perimbangan 
Keuangan mcnerima surat permohonan pencabutan penghenlian 
penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 J uni tahun 
anggaran berjalan. 

(41 Surat permohonan pencabutan -penghentian penyaluran Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat 
pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, 
danatau/ putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(51 Pencabutan penghenlian penyaluran Dana Desa, dilaksanakan setelah 
Menteri Keuangan c.cJ Dircktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima 
surat rekomendasi pencabutan per1ghentian penyaluran Dana Desa dari 
kementerian/lembaga terkail paling Jan1bat 30 Juni tahun berjalan. 

(6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau 
surat rekome.ndasi sebagaimana d imaksud pada ayat (5) diterima setelah 
tanggal 30 Juni tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk 
Desa tersebut telah dialokasikan. 

(7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan s u rat permohonan 
da.ri !3upati scbagaima.na dimaksucl pacla ayat (3) atau surat 
rekomenda_sidari kemenlerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) menerbttkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa da.n 
disampaikan kepada Direktur J enderal Perbendaharaan denga n tembusan 
Bupati atau kementerian/ lembaga terkait. 

PasaJ 23 

( 11 D~ ha! Pemerin tah Desa tJdak melaksanakan BLT Desa selama 9 
(semb;ian) bulan pada Tahun Anggaran 2020, d ikem1katl sank$i 
pemo ongan_ Dana Desa sebsar 50"/o (lima puluh persen) dari Dana Desa 
yang akan d1salurkan pada tahap II Tnhun Anggaran 20 2 1. 

(2) Penyalur~ Dan~ Desa tahap II sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) 
setelah dtkurangi kebutuhan Dana Desa untu k BLT Desa setiap tahapan. 



/4 Peng,naan sank,; kopad p . 

/ 

ayat (I) dikecualikan d!1a;mtn1n\ah Desa sebagaimana dimaksud pada 
khusus/musyawarah insid .,,a. >erdasarkan hasiJ musyawarah Desa 
manfaat BLT Desa yang entJ tJ~ak terdapat calon keluarga =nerima 

memenuh1 k ·1 · d . . .--
anggarann setiap bulann, n ena an/atau tJdak tersedia cukup 

(4) Hasil musywarah De )a. 
dimaksud pada a at sa ~husus/musynwarah insidenlil sebagaimana 
diketahui ol I p Y . (21 chtetapkan dalamperaturan kepala Desa yang 

151 Bu ti e 1 en:ienntah Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk. 
sei;a . menanda 1 Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan 

_aga,_mana dimaksud pada ayat (I) pacla penyaluran Dana Desa dalarn 
aphkast Online Monitoring Sistcm Pcrbcndaharaan clan Anggaran Negara 
(OM SPAN). 

Pasal 24 

(1) Dala.m h al Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua 
belas) bulan Tahun Anggaran 2021. dikenakan sanksi pemotongan Dana 
Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan 
disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022. 

(2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) dikecualikan dalam ha! bcrdasarkan hasil musyawarah Desa 
khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima 
manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria. 

(3) Hasil musyawar;1h Dcsa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan daJam Peraturan Kepala Desa yang 
diketahui oleh Pcmerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk. 

(4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 
oleh Bupati kepada Kcpala KPPN selaku KPA PenyaJuran Dana Alokasi 
Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat 
penyaJuran Dana Desa tahap TI pada Tahun Anggaran 2022. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 25 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lebong 
Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan. Penetapan Rincian 
Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020 dinyata.kan 
dicabut dan tidak berlaku. 



/ 
PasaJ 26 

Peraturan Bupati ini mula' be 1 1 . 
1 r a <U pada tangga] diundangkan 

Agar sellap orang men tah . . · 
Bupati ini dengan mener:e tk Ut, memenntahkan pengundangan Peraturan 

pa annya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong. 

Ditetapkan di Tubei 
pada tanggal 3 Maret 2021 

-;,. B PATI LEBONG,r 

Diundangkan di Tubei 
pada tanggal 

SEKRETARIS ~~~~ ATEN LEBONG, 

H. MUSTARANI 

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 N0M0R 14 

PEMERIKf AK KA!UPAlEK lEBONG 
ear:-,~-~ HU~U~ ' 
.,_ PROOIJKIIUKUY 

JSJPAtt! lE~G . 



No. Kecamatan 

I Lebon2 Utara 

2 LebollJt Ulara 

3 LebonJt Utara 

4 Lebonit Utara 

5 I Lebone: Utara 

6 Lebong Utara 

7 Lebone: Utara 

8 LebonR Utara 

9 Lebonii: Utara 

JO LebonJt Utara 

I I Lebone:Atas 

Nama Desa 

C.andune: 

Tunooanl! 

Talane: Ulu 

l\'ane:ai Amen 

Lebone: Tambanrz 

RINCIAN DANA DESA SETIA P DES/\ 
UNTU!. SETIA.P DESA DALAM lv\OUP,\ TEN LEBONG 

TAIIUN ANGGARI\N 2021 

-

Lampiran: 

Alokasi Dasar Aloka!li Afinnasi Alokasi ICincrja 

641.574 .000 . . 

641.574.000 . -

561 .574.000 - . 

641.574.000 - -
641.574.000 - . 

I Ladane: Palembang 561.574,000 . I . 
KamounR Dalam 561 .574.000 . I . 
Kampung Muara 
Aman 641 .574.000 - . 

Lokasari 561.574.000 . . 

Gandun11. Baru 561.574.000 . 288. 153.000 

Sukau Kavo 561.574.000 - . 

Peraturan Bupati Lebong 
Nomor 14 Tahun 2021 
Tanggal 3 Maret 2021 

Alokasi Pagu Dana Desa 
Formula per-Dcsa 

I 72.8 I 9 .000 814.393.000 

388.690.000 1.030.264.000 

238.208.000 799.782.000 

193.639.000 1835.213.ooo 

250.217,000 89 I. 79 I. 000 

327.324.000 888.898.000 

118.637.000 680.2 I 1.000 

175.618.000 817. 192.000 

116.006.000 677.580.000 

165,799,000 1.015.526.000 

181 .295.000 742.$69.000 



~ v1 
12 Lebon11. Alas Tik Tebin11 561.574.000 - - 252.678.000 814.252.00c,\ 

13 Lebon11 Atas Tabcal< Blau 641.574.000 - 273.376.000 9 14.950.000 -
14 Lebon11 Atas Tabeak Blau I 561.574.000 - 210.534.000 772. 108.000 -
15 Lebon11 Atas Daneu 641.57 4 .000 - - 296. 782.000 938.356.000 . 

16 Lebon11 Alas Blau 561.57 4 .000 - - 164.316.000 725.890.000 

17 Leboniz Ten11ah Taniun" Bun11ai I 641 .574.000 - - 29 J.876.000 933.450.000 

1-8 Lebon11 Ten.,,.h Semelako I 641 .574.000 . - 286.040.000 927.614.000 
19 Lebon11 Ten11.ah Pa~~r Aizun11 641.574 .000 - 288. 153.000 255, I 55.000 1.184.882.000 
20 Lebon11 Tenaah Karan<> Anvar 561.574.000 - - 181.234.000 742.808.000 
21 Lebon11 Ten11ah Semelako Ii 641.574.000 - - 244. 104 .000 885.678.000 

22 Lebon iz Ten11ah Semelako I ii 561.574.000 - - 332.938.000 894.512.000 

23 Lebon11. Tengah Scmelako Alas 641.574.000 . - 261.688.000 903.262.000 

561.574 .ooo I LebonR Ten11.ah Danau Liani, - - 238.166.000 799. 740.000 24 

641.574.ooo I Suka Damai - - 259.602.000 901. 176.000 25 Lebonl! Ten11ah 

26 LcbonR Tenizah Taniun II Bunizai II 561.574.000 - - 232.643.000 794.217.000 

27 Lcbon11 Sclatan Kutai Donok 641.574.000 . - 524.880.000 l.166.454.000 



~ 

28 Lcbon11. Selatan Toran Ti'"nR 561.574.000 . . 202.240.000 763.814.\X)(:i\ 

' 
29 Lcbon11. Selatan Suka Sari 561.574.000 . - 216. 138.000 777.712.000 

30 Lcbon11. Selatan Man11.kuraio 641.574.000 . . 352.773.000 994.347.000 

31 Lebon11. Selatan Tik Jt"ruak 641.574.000 . . 238.805.000 880.379.000 

32 Lebon" Selatan 
Rimbo 

Manai Blau 561.574.000 . . 482.699.000 1.044.273.000 

33 Pen11.adan11. 
Rimbo 

Talan2 Ratau 561.574.000 . 288. 153.000 230.667.000 1.080.394.000 

34 Pt'n.,adano, Bioa Sen2ok 641.574.000 
Rimbo 

. 288. 153.000 303.518.000 1.233.245.000 

35 Peneadamz Tik Kuto 561.574.000 
Rimbo 

. . 190. 176.000 751.750.000 

36 Peneadan11. Teluk Dien 561.574.000 
Rimbo 

. . 228.001 .000 789.575.000 

37 Penoadan11. Baiok 561.574,000 . . 186.599.000 748.173.000 

38 Ton<>s Tik Sironl! 561.574.000 . . 256.059.000 817.633.000 

39 Tonns Suka Ne1teri 641.574.000 . . 258,978.000 900.552.000 

40 Tooos Aiai S ianR 561.574.000 . . 362.475.000 924.049.000 

Talan11 Donok 56 1.574.000 . . 130,368.000 
691.942.000 41 Tonns 

TalanR Donok 1 561.57 4 .000 . . 189 .968.000 751.542.000 42 Tonns 

Talan11 Baru I 561.574.000 . 288.153.000 239.878.000 1.089.605.000 43 Tonos 



-
44 Tonns Talaniz Baru Ii 561.574.000 . . 187.259.000 748.833.00Q\ 

\ 
45 Bingjn Kuning Karang Dann Alas 64 1.5 7 4 .000 439.085.000 1 .080.659.000 . . 

46 Binoin Kuniniz 13ukit Nibun" 561.574.000 . 339. 109.000 900.683.000 . 
47 Binoin Kunin" 

Karang Dapo 
244.865.000 886.439.000 Bawah 641.574.000 . . 

48 Binain Kunino Pungg,,ik Pcdaro 641.574.000 . . 302.835.000 944.409.000 ~ 
49 Binl>'in Kunin2 Talana Kcrinci 561.574.000 . . 172.138.000 733.712.000 

50 Binain Kunino 
Pelabuhan Talang 
Liak 641.574.000 . . 208. 106.000 849.680.000 

51 Binain Kuniniz Talaniz Liak 1 641.57 4 .000 . . 267.843.000 909.417.000 

52 Bin1tin Kunin" I Talaniz Liak li 641.574.000 . . 270.725.000 912.299.000 

53 Binlrin Kunine Bunizin 64 1.574.000 . . 237.943.000 879.517.000 

54 LebonR Sakti Uiune Tani uni! 1 641.574.000 . . 269.399.000 9 l 0 .973.000 

55 Lebonl! Sakti Munin11 ARUDI! 561.574.000 . 288. 153.000 141.373.000 991.100.000 

56 LebonR Sa.kti Uiunl! Tan iun1111 641.574.000 . . 332.806.ooo I 974.380.000 

57 LebonR Sakti Uiun2 Tanjung Ill 561.574.000 . . 112.406.000 673.980.000 

Lebong Sakti Magelang Baru 641.574.000 . . 174.985.000 816.5S9,000 58 

Lemeu Pil 64 1.574.000 . . 181. 733.000 823.307 .ooo 59 LebonR Sakti 



fJ 

60 LebonR Sakli Tabcak Kauk 561.574.000 . 189.985.000 751.559.<Xl<) . 
·, 

6 1 Lcbong Snkti Tabeak Di=a 561.574 .000 . 231.772.000 793.346.000 . 

62 LebonR Sakli Suka Bumi 641 .574.000 . . 164.996000 806.570.000 

63 Pelabai Sukau DntanR 641.574 .000 171.591.000 . 527.368.000 J .340.533.000 

64 ~labai Sukau Datan"l 561.574.000 . . 207.434 .000 769.008.000 ~ 
65 Pelabai Gunune Alam 561.574.000 . . 308.303.000 869.877.000 

66 PC'labai Tabeak Blau Ii 561.574.000 . - 168.395.000 729.969.000 

67 Pelabai Kota Baru Santan 561.574,000 . . 253.499 .000 815.073.000 

68 Pelabai I Tik Tcleu 561 .574.000 . . 270. 1 56.000 831.730.000 

69 Pelabai PC'laba.i 641.574.000 . . 282.662.000 924.236.000 

70 Amen Nana~; Tayau 561.574.000 . . 157.855.ooo l 719.429.000 

71 Amen Nan<>ai Tarau I 561 .574,000 . . 155.40s.ooo I 716 9S2.000 

72 Amen Pvane Mbik 561.574.000 . . 198.064,000 759.638.000 

73 Amen Sukau Men>o 561 .574000 . . 174.424.()()Q 735.998.000 

Sukau Raio 561.574.000 . 288. 153.000 SJ.99<>.ooo l 74 Amen 9JJ. 726.000 

Talan iz Bunul 561.574.000 . . 16s.ssJ.ooo I 
75 Amen 730,427.000 

--



76 
. 125.2 1c..ooo 686. 790 .ll<)Q 

Amen Solobar J a•a 561.574.000 . 
763.873.~ 

77 
202.29<.i .OOO 

Amen Corut 
. • 561.574.000 . I 

78 Amen Sun.,.,,.: Gc.ron2 561.574.000 288.153.000 178,568,000 1.028.295.000 '1 
. 

79 UramJA\'a EmbonR 561.574 000 
156,634.000 718.208.000 

. . 

80 Uram Ja,·a Embon• I 561.574 ,000 . . 133.7-11.000 695.315.000 

' 81 Uram Ja,a Kuta Bo.ru 561 .574.000 . . 161.565.000 723. 139.000 

82 Uram J a•;a KotaA~•n• 641.574 ,000 . . 152 .379.000 793.953.000 

83 Uram Java L.cmru 641 .574.000 . . 313.595.000 955. 169.000 

84 Uram Java Pan<kalan 561.574.000 . . 105.6 18.000 667. 192.000 

85 UramJa,·a Tan,ua 561.574,000 . . 152.903.000 714.477,000 

86 !'!nan• Belar>is Krtr-nong I 56 1.574.000 . . 206,876.000 768.450.000 

87 PinanR Belacis ~ ~ ngli S61.574.000 . 288. 153.000 246,626.000 I .096,3 53.000 

tit! PinanR De lRDIR l\c1cnono Jtt'-'H. :;c, \ .574.000 . . 22➔ .388.llOO 785.962,000 

89 Pin.ang lkb,pis Tamban• Saweak 561.574.000 . . 326,531.000 -- 888. 105,000 

90 Pint1ng Belaois /\Ir Konras 64 \.574 .000 . . 3 15.573.ooo 
957.147.ooo 

91 Pinan• Boiani• BioaPutiak 561.574.000 . 288.153.000 174.488.000 
1.024.2 J S.OQO 



l 
92 PinanR Belanis Scbclat 561.574.000 

93 Pinane Belanis Sun•ai Lisai 561.574.000 

Total 55.026.382.000 

Diundangkan di Tubei 
pada tanggal 3 Maret 2021 

.r~'flflt ~ 

H. MUSTARANI 
14 

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONGTAHUN 2021 N0M0R 

-

-

171.591.000 

~ 

- 210.966.000 

- 241.055.000 

2.881.530.000 21.758.410.000 

jJ PATI LEBONG, f 

LI ANSORl 

EMERJNTAHKABUPATEN LEBONG 
BAGlAN HUKUM 
F!lfil.MHPROOUKH\IK\IM 

KAWPATEN lESONG ~-1 ..:..JI 

' 
772 ,540.000 ' 
802.629.000 

79.837.913.000 ~ 

"\_ 


